
Kelima kali, Kota Magelang raih opini WTP 

 

Magelang (ANTARA) - Untuk kelima kalinya, Kota Magelang meraih opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Rilis Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu, menyebutkan piagam opini WTP 

diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Wali Kota 

Magelang Muchamad Nur Aziz di Kantor Pewakilan BPK Jateng di Semarang, Selasa (18/5). 

Wali Kota Aziz mengatakan capaian opini WTP membuktikan pemkot berkomitmen dan 

sungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan daerah.  Ia mengharapkan capaian ini 

mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

"Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh OPD, sehingga dapat terus memotivasi 

kita semua utamanya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas laporan pemerintah 

daerah," katanya. Saat menerima piagam itu, Aziz didampingi Sekda Kota Magelang Joko 

Budiyono dan Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno. Kepala BPK Jateng Ayub Amali 

mengatakan opini tersebut bukan hadiah dari BPK, akan tetapi hasil kerja keras pemerintah 

daerah dan koordinasi yang baik dengan DPRD di kabupaten/kota masing-masing. Opini yang 

sama juga diberikan kepada Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Banjarnegara. 

"Berdasarkan hasil perhitungan atas permasalahan yang ditemukan, pertimbangan materialitas 

dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan, serta pertimbangan profesional lainnya, BPK 

memberikan opini atas LKPD Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 dengan opini WTP," kata 

dia. 

Ia juga menyampaikan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2020, persentase penyelesaian Kota 

Magelang mencapai 91,00 persen. Nilai tersebut ada di atas rata-rata nasional yang 75,60 

persen. Pemeriksaan atas LKPD Kota Kota Magelang sudah dilakukan sejak Januari 2021 dan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah menerima LKPD dari pemerintah daerah. 

Pemeriksa harus patuh pada standar keuangan negara dan ketentuan BPK RI. 

 

 

 

 

 



"Pemeriksa harus melakukan pengujian-pengujian bukti dan prosedur pemeriksaan 

yang meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, e-performance, dan 

prosedur analitik," katanya. Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Wawan Setiadi mengatakan opini WTP atas LKPD 

Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 capaian ke-5 kalinya diperoleh daerah setempat. Ia 

menjelaskan dengan pencapaian ini, pemerintah daerah juga akan mendapatkan insentif dari 

pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja 

pembangunan daerah.  

 

Sumber : 
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Catatan : 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

 Pasal 1 angka 11 

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

 Pasal 16 ayat (1) 

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini 

 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) 

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

(iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat 

diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak 

wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer 

of opinion) 

 Penjelasan Pasal 17 

Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah 

laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

 

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

 Pasal 31 ayat (1) 

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir.  

 Pasal 31 ayat (2) 

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan 

laporan keuangan perusahaan daerah. 

 



Kesimpulan : 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur 

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, meliputi :  

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan 

pinjaman;  

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan 

membayar tagihan pihak ketiga;  

c. Penerimaan Negara;  

d. Pengeluaran Negara;  

e. Penerimaan Daerah;  

f. Pengeluaran Daerah;  

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;  

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan/atau kepentingan umum;  

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah. 

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis 

pemeriksaan, yakni:  

(1) Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam 

rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan 

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem 

pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh 

pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini 



wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed 

opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 

(2) Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta 

pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen 

oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan 

pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah 

untuk mengidentifikasikan halhal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. 

Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang 

dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, 

serta memenuhi sasarannya secara efektif.  

(3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan 

tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam 

pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal - hal lain yang berkaitan 

dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.  

 

 


